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ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ISTERI YANG
TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA

Danang Priyambodo

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Ada dua sistem hukum waris yang
cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum
Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini adalah Hukum waris Islam yang berdasar
dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman
Hindia Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk wetboek), Kedua sistem
mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut

Dalam Penelitian ini ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif
yaitupenelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi
dokumen. Sumber data berupa data primer yaitu studi dokumen dan data sekunder
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan
kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang dimulai dengan
pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan yakni : 1. Pandangan hukum Waris Islam
dan KUHPerdata dalam hal pewaris yang tidak memiliki keturunan : a. Hukum
waris Islam mengatur bahwa apabila dalam hal si mati tidak memiliki keturunan
atau ahli waris dalam garis keturunan kebawah maka bagian harta pewaris akan
diberikan kepada ahli waris menurut garis keturunan keatas atau orangtua atau
bahkan dimungkinkan berlaku atau muncul ahli waris pengganti, dengan catatn
bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli
waris yang digantikannya. b. Adapun dalam kaidah hukum perdata apabila
seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan
bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau
ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, yang
mana warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali
bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah,
baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping. 2. Pengaturan dari dua
sistem hukum tersebut ditinjau dari Teori keadilan dan kepastian terlihat bagaimana
antara hukum islam dan KUHPerdata memiliki karakter nilai keadilan yang berbeda
sehingga merumuskan pembagian harta warisan dengan perhitungan yang berbeda
pula karena sumber/landasan filosofis kedua hukum memang berbeda sedangkan
dalam penerapan nilai kepastian secara prinsip kedua sistem hukum sama-sama
sebagai kaidah hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku mengikat.

Kata Kunci : Pembagian Harta Waris, Waris Islam, Waris Perdata Barat,
Pewaris Tidak Memiliki Keturunan.



KATA PENGANTAR
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Assalamualaikum Wr.Whb
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“Pembagian Harta Waris Terhadap Si Mati Yang Tidak Memiliki Keturunan
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Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar,
karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir
hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta
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dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat
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oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitanya
dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan
mengalami peristiwa kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum
kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia
tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal
seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum.
Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku
dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum
waris Islam, dan hukum waris Barat.

Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan
sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri
dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial
yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat

bangsa secara keseluruhan.



Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk
kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan
tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam perbagai
bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat
dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.*

Ada dua sistem hukumwaris yang cukup dominan hadir dan berlaku
terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum
waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan
kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum
yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber
pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia
Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk wetboek).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum
kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum
kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang
di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam
Al- Qur’an surat An-Nissa. Ayat : 33 “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari
harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-
pewarisnya”.?

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak
serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi
kepada segenap ahli waris®.

Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan

mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal

kewarisan dalam Al-Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu

disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada
segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.*

!Abdul Ghofur Anshori, 2005, Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, Ekonisia, Yogyakarta, him 56.

2Muhibbin, Abdul Wahid, 2009 Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum
Positif, Sinar Grafika, Jakarta, him.2

SAbdul Aziz, 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Icthiar Baru VVan Hoeve, Jakarta, him 32.

“1bid him 45.



Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara
umat beragama lainya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangasa dan
bernegara terutama dalam pembetukan Hukum.

Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit
pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut,
terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik,

diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-
hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris
yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal
ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu
mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh®.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan,
para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai
tujuanya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum.
Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah
tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan
itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai
dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan®.

Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut
memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam
masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu

dianggap adil oleh pihak yang lain.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana

dalam Al Qur’an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah

SAli Afandi, 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata BW, Bina Aksara, Jakarta, him 23.
®Ibid him 34.



yang artinya: “Allah Subhana Wata’alla Maha Adil dan Maha Bijaksana .

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh
karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris
yang telah ditentukan Al Qur’an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih
sering kita jJumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau
masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara
keluarga.

Konflik-konflik tersebut memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan.
Al-Qur’an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu
adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa
manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah
dengan memusyawarahkannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai
(Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat
dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu
prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawah dan mufakat, tetapi
penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya
musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam
penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke
badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan
masalah waris mereka.” Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan
musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan
peradilan.

Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang
dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang
pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang
atau orang lain (ahli waris). Peraturan atau kaidah-kaidah hukum waris yang

"Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw,
Refika Aditama, Bandung, him 48.



digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris
Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.®

Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan”.

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian
sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang
tuanya maupun kerabatnya.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga,
maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris
yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari
barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.

Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem
kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan
dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang
diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli
waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak
dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.®

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang
meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan

kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban

8M. Ali Hasan, 1997, Hukum Kewarisan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, him 51.
°M. Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, him 17.



tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem
hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera
mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja
pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris..
Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat
penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan
opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal
tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga
mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan
membahas mengenai: ” PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS
SUAMI ATAU ISTERI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM

KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pandangan hukum waris islam dan Hukum Waris Barat
terhadap pewaris suami atau isteri yang tidak memiliki keturunan ?

2. Bagaimanakah Pengaturan dari dua sistem hukum tersebut ditinjau dari teori

keadilan, dan kepastian hukum ?



C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya
pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan diatas, maka penulis
hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Waris
Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif
Hukum Kewarisan Islam Dan KUH Perdata
Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pandangan hukum waris islam
dan waris perdata barat terhadap pewaris suami atau isteri yang tidak
memiliki keturunan.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan dari dua sistem hukum
tersebut ditinjau dari teori keadilan dan kepastian
Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau
menggambarkan konsep-konsep yang merupakan kumpulan dan inti yang berkaitan
dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Pembagian harta waris adalah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.°

b. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan
sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.!

c. Waris islam adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang
telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak berdasarkan ketentuan
hukum islam.*2

d. Waris barat /KUHPerdata adalah hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak sesuai
dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. =

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.*
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian
yuridis normatifmerupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*

©Abdul Ghofur Anshori, 2005, Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, Ekonesia, Yogyakarta, him 30.

1Ali, Zainuddin, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him 43.

12Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Waris Islam, Ekonisia, Yogyakarta, him 26.

13A.Pitlo, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,
Jakarta. him 49.

14S0erjono Soekanto,2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. him. 42,

S Komarudin, 1979, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Remaja Rosdakarya, Bandung
him 30.



Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan
(library research) dengan cara mengkaji :
a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para
ahli/pakar maupun hasil penelitian.
c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan dari internet.
Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular
(content analisys) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian
diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4
(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan
tujuan, definisi operasional, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB Il : Tinjauan Pustaka
Berisikan tinjauan umum tentang waris, Prinsip-prinsip hukum waris, dan Tinjauan

mengenai teori hukum.
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BAB Il : Merupakan Pembahasan :

Uraian tentang padangan hukum waris islam dan KUHPerdata dalam hal pewaris
suami-istri yang tidak memiliki keturunan dan berkaitan dengan pengaturan dari
dua sistem hukum tersebut ditinjau dari teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.
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